SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG PEMBEBASAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

— 3

(A

Sertifikasi 3
Elektronik &

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang penting guna membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat;

. bahwa terjadinya bencana non alam berupa penyebaran

Corona Virus Disease 2019, berdampak menurunnya
kemampuan membayar pajak daerah, sehingga
diperlukan upaya Pemerintah Kota Denpasar untuk
meminimalisir jumlah piutang pajak daerah dengan
mengakomodir penghapusan sanksi denda pajak selama
pandemic Corona Virus Disease 2019 sebagai stimulus
bagi wajib pajak;

. bahwa Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas

Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2023 Tentang
Pembebasan Sanksi Denda Administratif Pajak Daerah,
sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembebasan
Sanksi Denda Administratif Pajak Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3465);
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Menetapkan :

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang  Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

S. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6871);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

7. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2023 tentang
Pembebasan Sanksi Denda Administratif Pajak Daerah
(Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26
TAHUN 2023 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI DENDA
ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 5 dalam Peraturan Walikota Nomor
26 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Denda
Administratif Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar
Tahun 2023 Nomor 26) diubah, sebagai berikut:



Pasal 5

(1) Pembebasan  Sanksi  Administratif Pajak  Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan
terhadap Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan,
Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan masa Pajak Januari tahun 2020
sampai dengan bulan Nopember 2021.

(2) Pembebasan  Sanksi  Administratif Pajak  Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan permohonan dan pembayaran yang diajukan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 November 2023

WALIKOTA DENPASAR,
ttd.
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA
Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,
ttd.
IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,

ca-

Komang Lestarl Kusuma Dewi, SH.,MH.
NIP. 19750917 199903 2 008
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